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kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…      :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…)    : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

  
 
 

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita 
semua. Sidang hari ini atau pagi ini adalah untuk pengucapan beberapa 
putusan dan kita mulai dengan Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021. 

 

PUTUSAN 
NOMOR 63/PUU-XIX/2021 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh:  
Nama : PT. Musica Studios, dalam hal ini diwakili oleh 

Gumilang Ramadhan selaku Direktur Perseroan. 
Alamat : Jalan Perdatam Raya Nomor 3, Pancoran, Jakarta Selatan. 
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 
Oktober 2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan., 
S.H., M.M., dan kawan-kawan  

  Selanjutnya disebut ------------------------------------------ Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  

Mendengar keterangan Pemohon; 
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait dan seterusnya,  

 
2. DUDUK PERKARA 

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
[3.1] [3.2] Dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Kedudukan Hukum Pemohon 

 [3.3]  [3.4]  Dianggap telah dibacakan. 
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, 
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum 
Pemohon sebagai berikut: 
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian 

dalam permohonan a quo adalah Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 
122 UU 28/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 

   Pasal 18 UU 28/2014 dianggap telah dibacakan.   
    Pasal 30 UU 28/2014 dianggap telah dibacakan. 
    Pasal 122 UU 28/2014 dianggap telah dibacakan. 

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional 
sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat 
(4) UUD 1945; 

3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk 
perseroan terbatas dengan nama PT. Metropolitan Studios 
dengan Akta Perseroan Terbatas PT.  Metropolitan Studios, 
Nomor 99, tanggal 9 September 1970 dan seterusnya dianggap 
telah dibacakan.  

4. Bahwa Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah menjadi 
bagian dari industri musik Indonesia, dalam hal ini sebagai 
produser fonogram. Selanjutnya, Pemohon merasa hak dan 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukan 
ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, 
dengan alasan kerugian hak konstitusional sebagai berikut: 
a. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa 

potensi hilangnya hak milik berupa hak cipta atas lagu-lagu 
yang telah dimiliki oleh Pemohon, karena lagu-lagu yang 
dimiliki oleh Pemohon diperoleh melalui perjanjian 
pengalihan hak cipta tanpa batas waktu atau yang dikenal 
dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus. Hal 
serupa berlaku juga untuk karya pelaku pertunjukan yang 
berupa lagu dan/atau musik. Dengan berlakunya norma 
Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 menyebabkan Pemohon 
dirugikan karena mewajibkan Pemohon untuk 
mengembalikan hak yang telah menjadi milik Pemohon, 
berdasarkan perjanjian dalam bentuk jual putus kepada 
pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah perjanjian 
dimaksud mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) 
tahun. Oleh karena itu, dalam penerapannya, Pemohon 
hanya dapat mengeksploitasi fonogram miliknya selama 25 
(dua puluh lima) tahun saja, dan bukan 50 (lima puluh) 
tahun sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 
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28/2014.  Dengan demikian, Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 
30 UU 28/2014 tidak melindungi hak milik Pemohon dan 
tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon 
sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 28D ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 

b. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan 
diberlakukan ketentuan Pasal 122 UU 28/2014, karena 
mewajibkan Pemohon  mengembalikan hak cipta yang telah 
dimilikinya melalui perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu kepada pencipta dan/atau 
pelaku pertunjukan, terlebih terhadap hak cipta yang telah 
dialihkan sebelum UU 28/2014 berlaku. Oleh karenanya, 
menurut Pemohon ketentuan Pasal 122 UU 28/2014 telah 
melanggar asas non-retroaktif, dan dengan 
diberlakukannya Pasal a quo, Pemohon juga terancam 
kehilangan hak untuk memanfaatkan/mengeksploitasi 
fonogram atas pengalihan hak cipta yang telah dimilikinya, 
padahal pengalihan hak cipta tersebut dilakukan dengan 
perjanjian jual putus.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam 
menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak 
konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan 
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, 
yakni Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014. Anggapan 
kerugian hak konstitusional  dimaksud bersifat spesifik dan aktual 
atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi; 
Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang 
dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal 
verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian. Apabila permohonan a quo dikabulkan, 
kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak 
akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari 
terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, 
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
 Pokok Permohonan 

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18, Pasal 30, dan 
Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana 



4 

selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18, Pasal 30, 
dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda 
bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta Pemohon juga 
mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, 
S.H., M.S., dan Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., yang keterangan 
tertulisnya diterima Mahkamah pada 10 Juni 2022, dan yang 
menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Juni 
2022, kemudian Pemohon mengajukan seorang saksi yakni Jusak 
Irwan Sutiono, yang menyampaikan keterangan pada persidangan 
Mahkamah tanggal 14 Juni 2022. Selain itu, Pemohon juga 
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 
2022 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 

[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan 
Mahkamah pada 14 Maret 2022 yang kemudian dilengkapi dengan 
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 6 April 2022 
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);  

[3.10]Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang 
dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 14 Maret 2022 yang 
kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima 
Mahkamah pada 11 Maret 2022, serta Presiden juga mengajukan 
seorang ahli yakni Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. yang 
keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 30 Juni 2022, dan 
yang menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah 
pada 5 Juli 2022. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan 
yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya 
dimuat pada bagian Duduk Perkara); 

[3.11]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Satrio 
Yudi Wahono (Piyu) telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak 
Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan 
tertulis yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 21 
Maret 2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang 
diterima Mahkamah pada 7 Maret 2022, serta Pihak Terkait telah 
mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai 
dengan bukti PT-8. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan 
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 
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[3.12]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, 
Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo) 
telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. 
Selanjutnya, Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis 
yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 21 Maret 
2022, yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima 
Mahkamah pada 3 Februari 2022, serta Pihak Terkait telah 
mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai 
dengan bukti PT-107. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan 
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 
(selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 

[3.13]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, 
Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan 
Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan 
Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), dan Perkumpulan 
Royalti Anugrah Indonesia (RAI) telah ditetapkan oleh Mahkamah 
sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a quo 
memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam 
persidangan Mahkamah pada 13 April 2022, yang dilengkapi 
dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 12 April 
2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13.  Selain itu, 
Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima 
Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat pada 
bagian Duduk Perkara); 

[3.14]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Indra 
Lesmana dan Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA., telah ditetapkan 
oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Pihak Terkait a 
quo memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam 
persidangan Mahkamah pada 13 April 2022, yang dilengkapi 
dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 12 April 
2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11. Pihak Terkait 
juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr. Ahmad M Ramli, 
S.H., M.H., FCBArb., dan Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum., yang 
keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 22 Juli 2022, 
dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 8 Agustus 
2022. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang 
diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat 
pada bagian Duduk Perkara); 

[3.15]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Puji 
Rahaesita, Slamet Adriyadie, Sugito, dan Richard Kyoto telah 
ditetapkan oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, 
Pihak Terkait a quo memberikan keterangan tertulis yang 
dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 18 Mei 2022, yang 
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dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah 
pada 17 Mei 2022, serta Pihak Terkait telah mengajukan bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-
11. Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 
Dharma Oratmangun dan Eko Sutrisno (Eko Saky), yang 
menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 27 September 
2022, serta 1 (satu) orang saksi yakni Erros Djarot (Sugeng W) 
yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 29 
September 2022, namun tidak menyampaikan dalam persidangan. 
Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang 
diterima Mahkamah pada 5 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat 
pada bagian Duduk Perkara); 

[3.16]Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama 
permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
Keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi Pemohon, 
keterangan ahli Presiden, keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait, 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, bukti-bukti 
surat/tulisan yang diajukan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis 
Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait sebagaimana kesemuanya 
dimuat pada bagian Duduk Perkara, telah ternyata terdapat 3 (tiga) 
isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, 
yaitu: 
1. Apakah pengembalian hak cipta kepada pencipta dan/atau 

pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua 
puluh lima) tahun semenjak perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu dibuat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 bertentangan dengan 
asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan 
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin 
oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? 

2. Apakah ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 122 UU 
28/2014, merupakan tindakan sewenang-wenang penguasa 
(negara) sehingga bertentangan dengan asas non-retroaktif 
(legalitas) suatu undang-undang dan merugikan hak 
konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D 
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945? 

3. Apakah ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 
28/2014 menimbulkan kontradiksi pemahaman yang berujung 
pada multitafsir penerapan norma apabila dikaitkan dengan 
pemberlakuan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? 

[3.17]Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih 
lanjut isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, 
penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu 
hal-hal sebagai berikut: 
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[3.17.1]  Bahwa UU 28/2014 merupakan hasil pembaruan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta (UU 19/2002) yang dimaksudkan untuk lebih 
mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat, terutama dalam menghadapi 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
sastra yang demikian pesat. Oleh karenanya diperlukan 
peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum 
bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak 
terkait [vide Konsideran Menimbang UU 28/2014]. Dari 
semua tantangan di atas, kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi merupakan hal yang paling pesat 
perkembangannya pada masa transisi transformasi 
digital saat ini. Dengan adanya pembaruan undang-
undang hak cipta tersebut diharapkan dapat menjadi 
dasar peningkatan, perlindungan, dan jaminan kepastian 
hukum, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 
kreatif nasional.  
Selain itu, pentingnya pembaruan pengaturan hak cipta 
sebagai wujud keikutsertaan Indonesia menjadi negara 
anggota dalam berbagai perjanjian internasional yang 
berkaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta dan 
hak terkait. Keanggotaan Indonesia dalam perjanjian 
internasional dimaksud, salah satunya adalah Berne 
Convention for the Protection of Artistic and Literary 
Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni 
dan Sastra) yang kemudian diratifikasi melalui 
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Berne Convention for the Protection of 
Artistic and Literary Works. Secara doktrinal, dengan 
masuknya Indonesia dalam keanggotaan Konvensi Bern, 
membuat Indonesia secara langsung terikat dan patuh 
pada semua aturan-aturan dalam Konvensi Bern, antara 
lain, pemberlakuan 3 (tiga) prinsip dasar dalam Konvensi 
Bern, yaitu: Prinsip National Treatment, perlindungan 
hak cipta diberikan kepada setiap negara anggota 
konvensi dengan pemberlakuan yang sama seperti 
warga negaranya sendiri; Prinsip Automatically 
Protection, perlindungan hak cipta diberikan secara 
langsung, tanpa harus melalui pendaftaran terlebih 
dahulu; Prinsip Independent Protection, perlindungan 
hak cipta diberikan tanpa harus mempertimbangkan ada 
atau tidaknya pengaturan perlindungan hukum negara 
pencipta. Selanjutnya, dengan memerhatikan 
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pemberlakuan 3 (tiga) prinsip dasar Konvensi Bern 
dimaksud, dapat dilihat secara terang adanya upaya 
negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan 
kepastian hukum yang optimal kepada pencipta atau 
pemegang hak cipta dengan merujuk kepada sistem 
hukum Internasional yang berlaku secara universal 
antara negara-negara anggota Konvensi berkenaan 
dengan hak cipta, agar para pencipta dan kreator 
mampu berkompetisi secara internasional.  
Diakomodasinya berbagai prinsip dasar perlindungan 
terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait dalam UU 28/2014 
bertujuan agar pembangunan kreativitas nasional tidak 
sampai mengingkari hak ekonomi dan hak moral karena 
hal tersebut dapat mengikis motivasi para pencipta dan 
pemilik hak terkait untuk berkreasi. Dalam kaitan ini, 
pembentuk undang-undang mengkhawatirkan jika hal 
tersebut terjadi akan berdampak luas pada menurunnya 
kreativitas makro bangsa Indonesia. Oleh karenanya, 
bangsa Indonesia patut bercermin kepada negara-
negara maju yang telah memberikan pelindungan secara 
memadai terhadap hak cipta dan telah berhasil memicu 
pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta 
memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat [vide Penjelasan Umum UU 
28/2014]. 

 
3. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH  
 

[3.17.2] Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan UU 28/2014 
dirumuskan kembali pengertian Hak Cipta adalah “hak 
eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Hak cipta dimaksud dipertegas 
sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible 
property). Hal ini yang membedakan dengan pengaturan 
dalam UU 19/2002, termasuk undang-undang 
sebelumnya, yang hanya menyatakan bahwa hak cipta 
dianggap sebagai benda bergerak [vide Pasal 3 UU 
19/2002]. Adapun cakupan pengaturan hak cipta 
meliputi Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait 
dimaksud adalah hak yang terkait dengan Hak Cipta 
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, 
produser fonogram atau lembaga penyiaran [vide Pasal 
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1 angka 5 dan Pasal 16 UU 28/2014]. Sementara itu, 
dilihat dari jangkauan pengaturan hak cipta memiliki 
cakupan yang luas meliputi: a) semua ciptaan dan 
produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan 
hukum Indonesia; b) semua ciptaan dan produk hak 
terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk 
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang 
untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia; 
c) semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan 
pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan 
warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, 
dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan 
negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan 
negara Indonesia mengenai pelindungan hak cipta dan 
hak terkait; atau negaranya dan negara Indonesia 
merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian 
multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta 
dan Hak Terkait [vide Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 
3 UU 28/2014]. Luasnya cakupan hak cipta karena hak 
tersebut merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan 
intelektual (Intellectual Property Rights), yang memiliki 
ruang lingkup objek mencakup ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra (art and literary) yang di dalamnya meliputi 
pula program komputer. Oleh karena itu, seiring dengan 
perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu 
andalan Indonesia dan berbagai negara serta pesatnya 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak 
Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari 
ekonomi kreatif nasional [vide Penjelasan Umum UU 
28/2014].  

[3.17.3]  Bahwa melalui UU 28/2014 ditegaskan kembali hak cipta 
terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral 
(moral rights). Kedua hak tersebut merupakan   satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Hak moral dimaksud merupakan hak yang melekat 
secara abadi pada diri pencipta, yang tidak dapat 
dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi 
pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat 
atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. 
Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, 
penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan 
haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan 
pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. 
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Sedangkan, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 8 UU 28/2014, merupakan hak eksklusif 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan 
manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang 
melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin 
pencipta atau pemegang hak cipta [vide Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 8 UU 28/2014]. Oleh karena itulah, hak cipta 
ditempatkan sebagai hak eksklusif atau hak monopoli, 
yaitu hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial 
dari ciptaannya tersebut dan siapapun tidak boleh 
memanfaatkan nilai komersial tersebut kecuali atas izin 
pencipta. Namun demikian, hak monopoli tersebut dapat 
“hilang” disebabkan adanya jual putus karena si pencipta 
tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya. 
Istilah “jual putus” dimaksud tidak dikenal dalam UU 
19/2002, termasuk dalam undang-undang sebelumnya, 
karena tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit 
mengatur tentang jual putus, kecuali dalam Pasal 3 UU 
19/2002 dinyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau 
dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena 
perjanjian tertulis. Ketentuan ini kembali diatur dalam 
Pasal 16 ayat (2) UU 28/2014 yang pada pokoknya 
menyatakan hak cipta sebagai benda bergerak tidak 
berwujud sejatinya dapat dialihkan baik itu melalui 
pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau 
sebab-sebab lainnya sebagaimana yang diatur dalam 
undang-undang.  
Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU 
19/2002 dinyatakan pada pokoknya bahwa hak cipta atas 
suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta, selama 
kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak 
cipta dari pencipta itu. Terhadap hak cipta yang dijual 
untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk 
kedua kalinya oleh penjual yang sama. Ketentuan dalam 
UU 19/2002 dimaksud juga diatur dalam undang-undang 
sebelumnya [vide Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta dan perubahannya]. Berkenaan 
dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 16 UU 
28/2014, sekali pun hak cipta sebagai objek yang dapat 
diperjanjikan, yang berisi pengalihan kepemilikan atas 
hak cipta, namun dalam memperjanjikan hak cipta 
dimaksud tidak dapat dilepaskan dari konsep hak moral 
yang melekat pada diri pencipta dan    berlaku abadi. Hal 
inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dalam 
UU 28/2014 dengan hak kebendaan menurut Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
sehingga karakter hak cipta dikatakan bersifat sui 
generis. Sebab, hak cipta tidak melekat pada benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak Cipta 
adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh 
karenanya, dalam memperjanjikan objek hak cipta tidak 
dapat sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan dalam 
KUHPerdata karena sifat hukum kebendaan hak cipta 
berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut 
KUHPerdata sehingga harus diatur secara khusus dalam 
undang-undang yang khusus mengatur Hak Cipta.  

[3.17.4]  Bahwa dengan mengingat hakikat pengertian hak cipta 
maka dapat dikatakan hak cipta lahir melalui serangkaian 
proses berfikir manusia yang dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk antara lain, buku dan/atau karya tulis 
lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. 
Adanya perwujudan dari hak cipta dimaksud, tidak 
terlepas dari pengertian dalam Pasal 16 UU 28/2014 
yang pada pokoknya menyatakan hak cipta merupakan 
benda bergerak tidak berwujud. Dengan karakteristik 
demikian, pembentuk undang-undang menegaskan 
objek hak cipta berupa benda bergerak tidak berwujud 
dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, pengalihan hak 
cipta dimaksud hanya sebatas pengalihan hak ekonomi 
dari suatu ciptaan bukan pengalihan hak moral. Hal 
demikian dipertegas dari konstruksi pengaturan 
mengenai objek hak cipta pada bagian Paragraf 3 yang 
mengatur mengenai “Pengalihan Hak Ekonomi” UU 
28/2014. Selain objek hak cipta berupa benda bergerak 
tidak berwujud, objek hak cipta juga memiliki 
karakteristik lainnya yaitu adanya pembatasan 
perlindungan hak ekonomi. Artinya, hak cipta, in casu 
hak ekonomi memiliki jangka waktu perlindungan bagi 
penciptanya, di mana dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) 
UU 28/2014 ditentukan masa berlaku perlindungan hak 
cipta atas ciptaan selama 70 (tujuh puluh) tahun.  

[3.18]Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di 
atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan 
konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon sebagai berikut: 
[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya 

menyatakan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 
menciptakan ketidakpastian hukum sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat 
(4) UUD 1945 karena perumusannya yang 
memerintahkan pengembalian hak cipta kepada 
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pencipta dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai 
jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian 
jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas 
waktu disepakati. Pemohon juga mendalilkan norma 
Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 melanggar asas 
kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dalam hal 
ini, norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 pada 
pokoknya menentukan bahwa adanya sebuah 
mekanisme yang memerintahkan pengembalian hak 
cipta, in casu hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku 
pertunjukan yang didasarkan kepada jangka waktu 
perjanjian pengalihan hak cipta yang telah mencapai 25 
(dua puluh lima) tahun. Perjanjian pengalihan hak cipta 
dimaksud adalah perjanjian dalam bentuk jual putus 
(sold flat) dan/atau perjanjian tanpa pengalihan batas 
waktu. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.18.1.1] Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 

28/2014 pada pokoknya menyatakan 
ciptaan buku dan/atau semua hasil Karya 
tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan 
atau tanpa teks yang dialihkan dalam 
perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih 
kembali kepada pencipta pada saat 
perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 
25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, 
dalam Penjelasannya hanya dinyatakan, 
“Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah 
perjanjian yang mengharuskan Pencipta 
menyerahkan ciptaannya melalui 
pembayaran lunas oleh pihak pembeli 
sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut 
beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa 
batas waktu, atau dalam praktik dikenal 
dengan istilah sold flat”. Sejalan dengan 
pengaturan dalam Pasal 18 UU 28/2014, 
Pasal 30 UU a quo juga menyatakan bahwa 
“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu 
dan/atau musik yang dialihkan dan/atau 
dijual hak ekonominya, kepemilikan hak 
ekonominya beralih kembali kepada Pelaku 
Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua 
puluh lima) tahun”.  
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 Berkenaan dengan ketentuan di atas, 
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam 
Paragraf [3.17], tujuan dibentuknya UU 
28/2014 salah satunya adalah untuk 
melindungi para pencipta buku dan/atau 
semua hasil karya tulis lainnya, lagu 
dan/atau musik dengan atau tanpa teks, 
serta pelaku pertunjukan yang memiliki 
karya berupa lagu dan/atau musik agar tidak 
terkikis motivasinya untuk berkreasi. Oleh 
karenanya terhadap perjanjian terkait 
dengan ciptaan buku dan/atau semua hasil 
karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik 
dengan atau tanpa teks yang telah 
diserahkan atau dialihkan seluruhnya 
kepada pihak pembeli tanpa batas waktu 
karena pencipta telah menerima sejumlah 
pembayaran lunas (cash money), 
sebagaimana konsep perjanjian jual beli 
pada umumnya, telah ternyata tidaklah 
memberikan jaminan perlindungan hukum 
yang seimbang. Dalam konteks perjanjian 
pengalihan hak cipta, sebelum diberlakukan 
UU 28/2014, posisi tawar para pencipta dan 
pelaku pertunjukan seringkali tidak 
seimbang (lemah) ketika berhadapan 
dengan produser fonogram, seperti 
Pemohon, yang pada umumnya memiliki 
kekuatan ekonomi lebih besar dibanding 
Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. 
Sementara, saat itu kondisi Pencipta dan 
Pelaku Pertunjukan pada umumnya tidak 
sepenuhnya dalam keadaan ekonomi yang 
baik, sehingga Produser Fonogram 
cenderung dapat melakukan 
penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
omstandigheden) dengan memanfaatkan 
posisi tawarnya yang lebih kuat untuk 
menentukan isi perjanjian kepada Pencipta 
dan Pelaku Pertunjukan tersebut.  Dalam 
kaitan inilah perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu suatu karya 
cipta merugikan kepentingan Pencipta dan 
Pelaku Pertunjukan. Terlebih lagi, di era 
perkembangan teknologi informasi dan 
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komunikasi, di mana teknologi dapat 
dijadikan sebagai alat bagi produser 
fonogram atau pembeli hak cipta untuk 
mendistribusikan ciptaan atau salinan yang 
telah dialihkan kepemilikannya untuk 
mendapatkan manfaat yang optimal [vide 
Pasal 11 UU 28/2014]. Artinya, dengan 
kemajuan teknologi hak ekonomi atas 
ciptaan dapat dioptimalkan untuk 
mendapatkan keuntungan atas pembelian 
pengalihan hak cipta tersebut. Dalam kaitan 
inilah, penentuan jangka waktu dalam 
norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 
dirumuskan karena telah ternyata perjanjian 
jual putus telah merugikan kepentingan 
Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Pihak 
pembeli hak cipta pada umumnya 
mempunyai kepentingan untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar dari 
sistem sold flat karena beralihnya hak 
ekonomi dari pencipta kepada si pembeli hak 
cipta. Kondisi inilah yang harus dilindungi 
dan diseimbangkan dengan cara 
memberikan pembatasan terhadap 
perjanjian atau pengalihan hak ekonomi 
suatu ciptaan buku dan/atau semua hasil 
karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik 
dengan atau tanpa teks dalam jangka waktu 
25 (dua puluh lima) tahun. Setelah jangka 
waktu tersebut berakhir, kepemilikan hak 
ekonomi beralih kembali kepada si pencipta.  

 Dalam praktik internasional pembatasan 
pengalihan hak ekonomi kepada pencipta 
dan pelaku pertunjukan dikenal dengan 
istilah reversionary right. Secara doktrinal, 
reversionary right adalah pengembalian hak 
cipta kepada pencipta dalam jangka waktu 
tertentu setelah diserahkan haknya kepada 
pihak lain. Artinya, pengembalian hak 
ekonomi dilakukan terhadap setiap 
pengalihan hak dalam bentuk perjanjian 
tertulis maupun tidak tertulis baik berupa 
perjanjian jual putus dan/atau perjanjian 
pengalihan tanpa batas waktu. Peralihan 
kembali hak cipta kepada pencipta maupun 
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pelaku pertunjukan dimaksud merupakan 
wujud peran negara dalam memberikan 
jaminan dan perlindungan atas hak eksklusif 
yang dimiliki oleh pencipta maupun pelaku 
pertunjukan. Oleh karena itu, pengaturan 
pembatasan pengalihan hak cipta melalui 
peralihan kembali hak cipta bukanlah suatu 
tindakan hukum baru, karena praktik 
demikian sudah diterapkan di negara-negara 
pelopor perlindungan kekayaan intelektual 
khususnya di 181 (seratus delapan puluh 
satu) negara anggota Konvensi Bern [vide 
Keterangan Presiden, hlm. 9, yang 
dibacakan dalam persidangan Mahkamah 
pada 14 Maret 2022]. Dalam kaitan inilah, 
pembentuk UU 28/2014 berupaya 
memberikan jaminan perlindungan dan 
keseimbangan kepada pencipta dan pelaku 
pertunjukan atas hak cipta yang dimilikinya 
secara eksklusif, khususnya pengembalian 
hak ekonomi. Sehingga, pencipta dan pelaku 
pertunjukan juga dapat merasakan manfaat 
ekonomi dari hasil ciptaannya secara 
berkelanjutan. Hal ini, dilakukan agar 
pencipta dan pelaku pertunjukan dapat terus 
menghasilkan karya cipta atau ciptaan yang 
berkualitas dan mampu berkompetisi secara 
nasional maupun internasional. 

[3.18.1.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya 
pengaturan pembatasan jangka waktu 
perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
ciptaan bertentangan dengan asas 
kebebasan berkontrak karena menurut 
Pemohon dengan perjanjian yang telah 
disepakati sebelum berlaku UU 28/2014 hak 
ekonomi atas ciptaan tersebut telah beralih 
kepada pembeli hak cipta. Terhadap dalil 
Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah 
menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya 
hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik 
seluruh maupun sebagian karena: 
pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian 
tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan [vide Pasal 16 UU 
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28/2014]. Dari semua alasan pengalihan hak 
cipta tersebut, pengalihan melalui perjanjian 
tertulis merupakan salah satu alasan yang 
sering digunakan dalam pengalihan hak 
cipta. Sejalan dengan itu, dalam praktiknya, 
pengalihan hak cipta dilakukan melalui 
perjanjian dalam bentuk jual putus (sold 
flat) dan/atau perjanjian pengalihan tanpa 
batas waktu. Dalam membuat suatu 
perjanjian, para pihak tidak dapat 
melepaskan diri dari pemberlakuan asas 
kebebasan berkontrak. Artinya, kebebasan 
bagi para pihak untuk mengikatkan diri 
dalam suatu perjanjian dan kebebasan para 
pihak untuk menentukan isi, subjek hingga 
objek perjanjian. Hingga saat ini asas 
kebebasan berkontrak tetap menjadi asas 
penting dalam setiap perjanjian. Namun 
demikian, seiring dengan perkembangan 
asas kebebasan berkontrak bukanlah 
kebebasan tanpa batas (unlimited freedom). 
Di Indonesia telah terdapat sejumlah 
pembatasan terhadap pemberlakuan asas 
kebebasan berkontrak melalui peraturan 
perundang-undangan dan putusan 
pengadilan. Secara doktriner, terdapat 
beberapa faktor yang memengaruhi 
terjadinya pembatasan asas kebebasan 
berkontrak yaitu karena: pertama, 
menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik 
(good faith), di mana iktikad baik tidak 
hanya pada pelaksanaan perjanjian, tetapi 
juga harus ada pada saat dibuatnya 
perjanjian; kedua, berkembangnya ajaran 
penyalahgunaan keadaan (misbruik van 
omstandigheden); ketiga, berkembangnya 
lapangan ekonomi yang membentuk 
persekutuan-persekutuan dagang, badan-
badan hukum, perseroan-perseroan dan 
golongan masyarakat lain, seperti buruh, 
tani, dan musisi; keempat, berkembangnya 
aliran dalam masyarakat yang menginginkan 
kesejahteraan sosial; dan kelima, keinginan 
pemerintah untuk melindungi kepentingan 
umum atau pihak yang lemah. Selain faktor 
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tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, asas 
kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh 
undang-undang. 

 Tidak berbeda halnya dengan perjanjian 
pada umumnya, faktor-faktor pembatasan 
asas kebebasan berkontrak juga berlaku 
bagi perjanjian pengalihan hak cipta dalam 
bentuk jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu. Sebagai sebuah payung 
hukum dalam pengalihan hak cipta, 
perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu juga harus didasarkan 
pada ajaran iktikad baik yang berlandaskan 
kepada kepatutan, kebiasaan, atau undang-
undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 
1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdata. 
Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur 
dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 
28/2014, dapat dipahami pengaturan 
pembatasan pengalihan hak cipta tersebut 
karena objek yang diperjanjikan dalam 
pengalihan hak cipta sebagai benda 
bergerak yang tidak berwujud mengandung 
hal yang bersifat khusus sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Oleh karena itu, 
pembatasan jangka waktu terhadap 
perjanjian jual putus atau tanpa batas waktu 
atas pengalihan ciptaan atau karya pelaku 
pertunjukan, sekalipun telah diperjanjikan 
sebelum UU 28/2014, haruslah dipahami 
secara utuh hanya dalam konteks UU 
28/2014, bukan dalam konteks perjajian 
atas hak kebendaan pada umumnya. 
Pengaturan demikian merupakan upaya 
negara dalam memberikan jaminan 
perlindungan dan keseimbangan bagi 
pencipta dan pelaku pertunjukan yang 
berlandaskan pada faktor-faktor 
pembatasan asas kebebasan berkontrak.  

 Dalam hal ini, negara memandang perlu 
mengatur pembatasan terhadap 
pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan buku 
dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, 
lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks 
sebagaimana ketentuan norma Pasal 18 dan 
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Pasal 30 UU 28/2014. Sebab, sebagaimana 
fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan [vide risalah persidangan 
Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021, 27 
September 2022, hlm. 7], membuktikan 
posisi tawar antara pihak pencipta dan/atau 
pelaku pertunjukan sering kali tidak 
seimbang karena berada dalam posisi yang 
lebih lemah dibandingkan dengan pihak 
produser, sehingga hal tersebut berpotensi 
menimbulkan penyalahgunaan keadaan 
yang berujung pada tidak dirasakannya 
pemanfaatan hak ekonomi secara 
berkelanjutan, berupa imbalan dalam 
bentuk royalti oleh pencipta dan/atau pelaku 
pertunjukan.  

 Berkenaan dengan pertimbangan di atas, 
menurut Mahkamah pencipta dan/atau 
pelaku pertunjukan seharusnya dilindungi 
hak ciptanya. Salah satu bentuk 
perlindungan hak ekonomi dan hak moral 
bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan 
adalah dengan adanya pembatasan 
pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual 
putus dan/atau pengalihan tanpa batas 
waktu. Pembatasan pengalihan dimaksud 
untuk mencegah praktik penyalahgunaan 
keadaan dalam perjanjian pengalihan hak 
cipta dalam bentuk jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena 
itu, melalui UU 28/2014, negara menjamin 
perlindungan dan kepastian hukum hak 
ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik 
hak terkait agar tidak mengikis motivasi 
pencipta dan pemilik hak terkait untuk 
berkreasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon 
yang mempertentangkan norma Pasal 18 
dan Pasal 30 UU 28/2014 dengan prinsip 
kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh 
Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 
1945 karena perumusannya yang 
memerintahkan pengembalian hak cipta 
kepada pencipta dan/atau pelaku 
pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 
25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian 
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jual putus dan/atau perjanjian pengalihan 
tanpa batas waktu, disepakati, serta  
melanggar asas kebebasan berkontrak 
adalah tidak beralasan menurut hukum.  

 
4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH  
 

[3.18.2]  Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya 
norma Pasal 122 UU 28/2014 melanggar asas non-
retroaktif karena ketentuan untuk mengembalikan hak 
cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan 
terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu yang telah dibuat antara Pemohon 
dengan Pencipta sebelum UU 28/2014 ini berlaku, 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.  
Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah 
menegaskan terlebih dahulu perihal norma Pasal 122 
merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang 
menyatakan: 
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dan 
seterusnya, huruf a, huruf b dianggap dibacakan.  
Berkenaan dengan ketentuan peralihan sebagai bagian 
materi muatan dari batang tubuh suatu peraturan 
perundang-undangan adalah bersifat opsional atau 
pilihan. Dalam perumusan peraturan perundang-
undangan, in casu undang-undang dapat dirumuskan 
ketentuan peralihan tatkala terdapat keperluan sebagai 
norma transisi. Sebaliknya, tidak perlu dirumuskan jika 
memang tidak diperlukan, sebagaimana dinyatakan 
dalam Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul 
“Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya 
angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011). 
Tujuan dirumuskannya Ketentuan Peralihan adalah 
untuk: a, b, c, d, dianggap dibacakan.  
Dalam kaitan ini, Ketentuan Peralihan dalam UU 28/2014 
tidak hanya diatur dalam norma Pasal 122, namun juga 
dalam norma Pasal 121 yang berkaitan dengan kondisi 
ketika diatur berdasarkan UU 19/2002 untuk dihantarkan 
dalam pengaturan baru dalam UU 28/2014. Hal tersebut 
sesuai dengan tujuan Ketentuan Peralihan, sehingga 
ketika norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 
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diterapkan tidak terjadi persoalan hukum di kemudian 
hari. Misalnya, terkait dengan pencatatan ciptaan dan 
produk hak terkait yang masih dalam proses pada saat 
mulai berlaku UU 28/2014 dan perikatan jual beli 
terhadap hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu 
dan/atau musik yang dilakukan sebelum UU 28/2014 
tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan 
berakhir [vide Pasal 121 huruf a dan huruf c UU 
28/2014]. Namun, ketentuan dalam norma Pasal 121 
huruf c UU a quo masih diikuti dengan norma Ketentuan 
Peralihan dalam Pasal 122 UU 28/2014 yang pada 
pokoknya menentukan proses peralihan sebagai akibat 
berlakunya norma baru berkaitan dengan ciptaan buku 
dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau 
musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam 
perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas 
waktu, hak cipta tersebut ditentukan beralih kembali 
kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai 
jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 18 
UU 28/2014]. Begitu pula halnya dengan ketentuan 
mengenai karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu 
dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak 
ekonominya maka kepemilikan hak ekonomi tersebut 
ditentukan juga beralih kembali kepada Pelaku 
Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) 
tahun [vide Pasal 30 UU 28/2014]. Dengan demikian, 
diberlakukannya Pasal 122 Ketentuan Peralihan 
merupakan konsekuensi hukum yang logis dari 
berlakunya ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 
28/2014 yang memerlukan kepastian hukum agar tidak 
terjadi kondisi kekosongan ketika harus 
diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan 
ketentuan yang menjembatani kondisi hukum yang 
terjadi sebelum diberlakukan UU 28/2014, in casu 
terhadap perjanjian pengalihan ciptaan buku dan/atau 
hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik 
dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian 
jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang 
telah dibuat sebelum berlakunya UU 28/2014 untuk 
dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan pengembalian 
tersebut diatur apabila perjanjian jual putus yang pada 
saat diberlakukannya UU 28/2014 telah mencapai jangka 
waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan hak 
ciptanya kepada Pencipta dalam waktu 2 (dua) tahun 
sejak berlakunya UU 28/2014 [vide Pasal 122 huruf a UU 
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28/2014]. Berikutnya, apabila perjanjian jual putus yang 
pada saat diberlakukannya UU 28/2014 belum mencapai 
jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan 
Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua 
puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian 
jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun” [vide Pasal 
122 huruf b UU 28/2014].  
Bahwa pengaturan pengembalian hak sebagaimana 
ketentuan norma Pasal 122 a quo adalah dalam rangka 
mengembalikan hak ekonomi karena dalam jangka 
waktu berlangsungnya perjanjian pengalihan hak cipta, 
penerima pengalihan telah mendapatkan nilai 
kemanfaatan (hak ekonomi), yang secara konstitusional 
pencipta juga memeroleh kesempatan dan manfaat yang 
sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara 
hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dijamin oleh 
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.  
Bahwa pengembalian hak ekonomi berdasarkan hal yang 
semula belum diatur dengan pengaturan yang telah ada 
bukan merupakan pelanggaran asas non-retroaktif 
karena perjanjian atas benda bergerak yang tidak 
berwujud merupakan bagian dari perjanjian yang 
bersifat khusus, yang tidak dapat dipersamakan dengan 
perjanjian kebendaan pada umumnya. Oleh karena itu, 
keberlakuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 
harus diletakkan dalam konteks UU a quo yang memiliki 
sifat kekhususan. Dengan demikian, pengalihan kembali 
karya cipta dan karya pertunjukan yang telah mencapai 
jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana 
ditentukan dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 
28/2014 yang kemudian ditentukan mekanisme 
pengalihan kembali dalam masa transisi dari undang-
undang yang lama ke UU 28/2014 adalah wujud 
penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak 
ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Pengaturan 
demikian tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak 
pembeli yang telah menerima nilai manfaat (nilai 
ekonomi) dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun 
perjanjian pengalihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon 
yang mengaitkan norma Pasal 122 UU 28/2014 yang 
memberlakukan surut perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu untuk dikembalikan 
kepada pencipta dengan batasan waktunya tersebut 
bukanlah merupakan bentuk kesewenang-wenangan 
negara. Substansi Pasal a quo sejatinya merupakan 
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bentuk pencegahan akibat pengalihan hak cipta dengan 
bentuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa 
batas waktu yang dimaknai secara absolut oleh salah 
satu pihak dengan memanfaatkan kondisi yang tidak 
seimbang sebelum diberlakukan UU 28/2014. Dengan 
demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan ketentuan 
peralihan Pasal 122 UU 28/2014 yang menurut Pemohon 
merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat 
(4) UUD 1945  adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.18.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma 
Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 
menimbulkan multitafsir apabila dikaitkan dengan Pasal 
63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014 sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil 
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama 
isu konstitusional yang didalilkan Pemohon di atas 
sesungguhnya masih bermuara pada persoalan 
perjanjian pengalihan hak cipta sebagai benda bergerak 
tidak berwujud, sebelum berlaku UU 28/2014, yang 
merupakan "perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu". Rumusan frasa "perjanjian jual 
putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu" dalam 
norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 adalah bukan 
untuk mengizinkan praktik pengalihan hak cipta 
tersebut, namun agar UU a quo memberikan 
perlindungan hukum yang seimbang antara pencipta 
yang telah mengalihkan hak ciptanya dengan penerima 
pengalihan tersebut yang telah menikmati nilai ekonomi 
atas pengalihan melalui jual putus. Hal ini sejalan 
dengan maksud “jual putus” dalam Penjelasan Pasal 18 
UU 28/2014 adalah perjanjian yang mengharuskan 
Pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran 
lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas 
ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli 
tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan 
istilah sold flat. Ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 
UU 28/2014 merumuskan pembatasan waktu 25 (dua 
puluh lima) tahun bagi perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu agar hak ekonomi 
Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dapat kembali seperti 
semula. Setelah itu, produser fonogram dengan Pencipta 
atau Pelaku Pertunjukan dapat menyepakati kembali 
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perjanjian dalam posisi yang setara demi mengatur hak 
dan kewajibannya berlandaskan iktikad baik untuk 
kemanfaatan bersama sesuai dengan ketentuan UU 
28/2014. 
Sementara itu, jika dikaitkan dengan substansi norma 
Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 pada prinsipnya 
justru menentukan perlindungan hak ekonomi bagi 
produser fonogram, yang berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak fonogram difiksasi. Artinya, norma Pasal a 
quo hanya mengatur mengenai jangka waktu 
pemberlakuan hak ekonomi produser fonogram. Oleh 
karenanya, penting untuk diketahui apa yang menjadi 
hak ekonomi bagi produser fonogram sebagaimana 
diatur dalam ketentuan norma Pasal 24 ayat (2) UU 
28/2014 yang menyatakan: 
“(2) Hak ekonomi dan seterusnya dianggap dibacakan.  
Dengan konstruksi norma hukum demikian, produser 
fonogram memiliki hak ekonomi sebatas kepada 
pengaturan ketentuan Pasal a quo, sehingga perjanjian 
jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu 
terhadap hak ekonomi dari pencipta dan pelaku 
pertunjukan yang selama ini terjadi, jelas tidak 
memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi 
pencipta dan pelaku pertunjukan, karena kepemilikan 
hak ekonomi produser fonogram melebihi ketentuan 
peraturan perundang-undangan, in casu norma Pasal 24 
ayat (2) UU 28/2014. Dalam konteks itu, hak ekonomi 
produser fonogram diberikan jangka waktu 50 (lima 
puluh) tahun dalam rangka melakukan fiksasi fonogram, 
dan bukan pemanfaatan hak ekonomi pencipta dan 
pelaku pertunjukan secara mutlak (absolut), 
sebagaimana perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu.  
Dalam kaitan ini, perjanjian antara Produser Fonogram 
dengan Pencipta dan/atau Pelaku Pertunjukan yang 
sesuai dengan UU 28/2014 adalah perjanjian untuk 
melakukan fiksasi fonogram, bukan perjanjian jual putus 
dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan adanya 
perjanjian untuk melakukan fiksasi fonogram, maka 
Produser Fonogram mendapatkan pelindungan hak 
ekonomi seperti dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 
yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
fonogram difiksasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 
ayat 1 huruf (b) UU 28/2014.  
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Dalam konteks pertimbangan di atas, menurut 
Mahkamah keterkaitan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 
30, dan Pasal 122 UU 28/2014 dengan Pasal 63 ayat (1) 
huruf b UU 28/2014 adalah upaya negara dalam 
memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum yang seimbang dan adil dalam 
hubungan hukum antara pencipta dan pelaku 
pertunjukan dengan produser fonogram. Pada dasarnya, 
ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) hururf b UU 28/2014 
memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan norma 
Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Norma Pasal 63 ayat 
(1) huruf b UU 28/2014 lebih berkaitan dengan substansi 
Pasal 58 ayat (1), di mana Pasal 63 ayat (1) huruf b 
memberikan perlindungan hak ekonomi, sedangkan 
Pasal 58 ayat (1) memberikan Pelindungan Hak Cipta 
atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas 
Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 (lima 
puluh) tahun. Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas 
Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus 
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun. Oleh karena 
itu, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014, sebagai 
landasan dan kepastian hukum Pelindungan hak 
ekonomi selama 50 (lima puluh) tahun dan Pasal 58 ayat 
(1) sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan 
Hak Cipta atas Ciptaan selama 70 tahun. 
Oleh karena ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 
28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan 
ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, maka tidak 
terdapat kontradiksi pemahaman yang berujung pada 
multitafsir penerapan norma sebagaimana dalil 
Pemohon, serta tidak pula merugikan hak konstitusional 
Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

[3.19]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai telah 
ternyata norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 tidak 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) 
UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum. 

[3.20]Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 
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5. KETUA: ANWAR USMAN  
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya.  

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 
 

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 
pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo, 
sebagai berikut:  

 
6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Bahwa permohonan  a quo  berkaitan dengan pengujian ketentuan 
norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, yang masing-masing 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 UU 28/2014: dianggap dibacakan. 
Pasal 30 UU 28/2014: dianggap dibacakan. 
Pasal 122 UU 28/2014: dianggap dibacakan. 
Terhadap ketentuan norma-norma tersebut, menurut Pemohon 

adalah inkonstitusional oleh karena itu dalam petitum permohonan 
Pemohon memohon agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo setelah dicermati 
secara saksama saya mempertimbangkan sebagai berikut:  

Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 yang menjadi pemicu 
(trigger) dari persoalan yang mengemuka baik ketentuan normanya 
maupun pada tataran empiriknya tidak dapat dilepaskan dari adanya 
2 (dua) esensi pokok yang termuat dalam norma tersebut yang 
mengandung contracditio in terminis. Adapun substansi yang 

KETUK PALU 1X 
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mengandung pertentangan dalam norma a quo adalah, di satu sisi 
norma a quo membuka peluang untuk dilakukannya perjanjian jual 
putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun di sisi lainnya 
norma a quo juga mengatur adanya akibat yuridis bahwa perjanjian 
jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut beralih 
kembali kepada pencipta setelah perjanjian mencapai 25 (dua puluh 
lima) tahun. 

Bahwa apabila hal demikian dikaitkan dengan terminologi 
perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka secara 
sederhana dapat ditangkap pemaknaan bahwa perjanjian tersebut adalah 
pelepasan atas hak kebendaan tanpa adanya syarat untuk dijual kembali 
atau dengan sendirinya kembali kepada pemegang hak semula sampai 
batas yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, adanya syarat pengalihan 
kembali kepada pemegang hak (pencipta) adalah menjadikan perjanjian 
yang demikian adalah merupakan bentuk perjanjian yang tidak jelas baik 
karakter maupun sifatnya. Bahkan bisa jadi, munculnya norma Pasal 18 
UU 28/2014 a quo semata-mata untuk menjemput adanya perjanjian jual 
lepas dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat antara penjual 
dan pembeli sebelum UU 28/2014 diberlakukan. Bahwa dalam undang-
undang hak cipta sebelum UU 28/2014 menegaskan, bahwa menurut 
sifatnya hak cipta adalah hak kebendaan yang dapat diperjualbelikan 
secara absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of 
contract-vide Pasal 1338 KUHPerdata), yang hingga saat ini tetap menjadi 
salah satu asas fundamental yang dipraktikkan dalam negara dengan 
sistem common law, civil law maupun negara dengan sistem hukum lain. 
Sebab selain asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat 
universal yang berlaku di semua negara, asas kebebasan berkontrak juga 
mengandung makna sebagai suatu perwujudan kehendak bebas dari para 
pihak yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi 
manusia. 

Bahwa dugaan ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 tersebut 
hanya sekedar menjemput kasus-kasus konkrit adanya perjanjian jual 
putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang sudah diperjanjikan 
sebelum UU 28/2014 diberlakukan dapat dibuktikan setelah saya 
menelusuri norma-norma dari UU 19/2002 yang tidak satupun memuat 
tentang perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. 
Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya 
norma Pasal 122 UU 28/2014 yang berdampak dapat menjangkaunya 
peristiwa hukum berupa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa 
batas waktu yang dibuat sebelum adanya norma Pasal 122 UU 28/2014 
tersebut dan fakta ini juga yang menegaskan bahwa Pasal 122 UU 
28/2014 jelas melanggar prinsip pemberlakuan undang-undang yang 
seharusnya tidak boleh diperlakukan secara retroaktif. Sebab, perjanjian 
jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu adalah kesepakatan 
para pihak yang menjadi hak/kewenangan absolut untuk dijual secara 
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putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu menjadi hak/kewenangan 
secara personal sepenuhnya bagi yang membuat kesepakatan. Oleh 
karena itu, jika memang para pihak ada yang merasa dirugikan atas 
perbuatan hukum dalam membuat kesepakatan jual beli dengan sistem 
putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum UU 28/2014 
diberlakukan, maka dapat menyelesaikan sengketanya melalui alternatif 
penyelesaian sengketa, arbitrase atau badan peradilan yang dalam hal ini 
yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga [vide Pasal 95 ayat (1) dan 
(2) UU 28/2014], karena substansi permasalahan yang terkandung di 
dalamnya adalah sengketa antar privat yang sejatinya negara tidak boleh 
campur tangan, bukan justru memaksakan untuk memberlakukan 
ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014 a quo secara retroaktif, sekalipun 
dengan argumentasi sifat hak cipta yang melekat prinsip “reversionary 
right” dan “general principles of intellectual property law”. 

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 30 
UU 28/2014, setelah dicermati norma a quo justru memberi penegasan, 
bahwa sejak berlakunya UU 28/2014 tata cara peralihan hak atas karya 
pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau 
dijual hak ekonominya, maka hak ekonominya beralih kembali kepada 
pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 
Ketentuan norma a quo bersifat ke depan yang artinya setelah berlakunya 
UU 28/2014 tidak dikenal lagi sistem peralihan hak cipta secara jual putus 
dan/atau peralihan tanpa batas waktu dalam pengertian yang sebenarnya, 
yaitu tanpa memisahkan hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, 
ketentuan norma ini menjadi penegasan bahwa terdapat contracditio in 
terminis antara ketentuan norma Pasal 18 dengan Pasal 30 UU 28/2014 a 
quo. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana 
tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan Pemohon a quo 
mengabulkan sebagian, sebagai berikut :  

1. Terhadap ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014, Menyatakan  
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanang frasa “yang dialihkan 
dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas 
waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta” sepanjang 
tidak dimaknai “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa 
batas waktu sebagaimana pengertian secara terbatas tentang 
pengalihan atas hak cipta sebagaimana sifat dan perlindungan 
hukum atas hak cipta”.  

2. Terhadap ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, Menyatakan 
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 

3. Terhadap ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014, Menyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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7. KETUA: ANWAR USMAN  
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, 
Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Suhartoyo, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, 
bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi tersebut di atas, kecuali Aswanto dan Manahan MP Sitompul, 
kemudian ditambah M. Guntur Hamzah sebagai Anggota, dengan dibantu 
oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, 
dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak 
Terkait dan kuasanya. 

Selanjutnya, Putusan Nomor 61/PUU-XX/2022. 
 

PUTUSAN 
NOMOR 61/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh:  
1. Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. 

Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan. 

10. Bernard Jungjungan P, S.H. 
     Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon X; 
11. Ari Torando, S.H. 

Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon XI; 
12. Agung Laksono, S.H. 

Sebagai ---------------------------------------------- Pemohon XII; 
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 April 2022 
memberi kuasa kepada Rika Irianti, S.H., dan kawan-kawan; 
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut ------
-- para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
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Membaca dan mendengar keterangan Presiden; 
Mendengar dan membaca keterangan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 
Membaca dan mendengar keterangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Perhimpunan 
Advokat Indonesia; 
Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto 
dan Bibianus Hengky Widhi; 
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan ahli 
Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia; 
Mendengar keterangan ahli[sic!] para Pemohon dan saksi Pihak 
Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait 
Perhimpunan Advokat Indonesia. 
 

2. DUDUK PERKARA 
dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap dibacakan. 
[3.2] Dianggap dibacakan … maka Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum para Pemohon 
[3.3] Dianggap dibacakan. 
[3.4] Dianggap dibacakan. 
[3.5] Dianggap dibacakan.    

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat 
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam permohonan a quo.   

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili  
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo 
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan para Pemohon. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54 

KUHAP, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan 
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yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya 
sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara):  
1. Dianggap dibacakan; 
2. Dianggap dibacakan; 
3. Dianggap dibacakan; 
4. Dianggap dibacakan; 
5. Dianggap dibacakan; 
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para 

Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan 
permohonan para Pemohon secara bersyarat yaitu menyatakan 
BAB VI dan Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan keterangan ahli atas 
nama Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Ifdhal Kasim, dan Lies 
Sulistiani serta saksi atas nama Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. 
dan Bagia Nugraha, S.H. yang masing-masing telah didengar 
keterangannya dalam Persidangan pada 24 Agustus 2022, 6 
September 2022, dan 20 September 2022 (selengkapnya dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah didengar 
keterangannya dalam Persidangan pada 14 Juli 2022 dan 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah 
pada 15 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara).  

[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 
tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 27 Juni 2022, 28 Juni 
2022, dan 15 Agustus 2022 dan didengar keterangannya dalam 
Persidangan pada 29 Juni 2022. Selain itu, Presiden juga 
menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 18 
Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.11]  Menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah 
pada 14 Juli 2022 dan 2 Agustus 2022 serta didengar 
keterangannya dalam Persidangan pada 14 Juli 2022 
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.12]  Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah 
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah 
pada 14 Juli 2022 dan didengar keterangannya dalam Persidangan 
pada 14 Juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara); 

[3.13]  Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia 
(Peradi) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima 
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oleh Mahkamah pada 1 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022 serta 
didengar keterangannya dalam persidangan pada 2 Agustus 2022, 
keterangan ahli atas nama Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H. dan 
Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. serta saksi atas nama Muhamad Isnur 
yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam 
Persidangan pada 10 Oktober 2022. Selain itu, Pihak Terkait 
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga menyerahkan 
kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 18 Agustus 2022 … 
maaf … 18 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian 
Duduk Perkara).  

[3.14]  Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan 
Bibianus Hengky Widhi telah menyampaikan keterangan tertulis 
yang diterima Mahkamah pada 15 Juli 2022 (selengkapnya dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara). 

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan 
Presiden, keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan Pihak 
Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), keterangan Pihak 
Terkait Tidak Langsung Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi, 
keterangan ahli para Pemohon dan ahli Pihak Terkait Perhimpunan 
Advokat Indonesia (Peradi), keterangan saksi para Pemohon dan 
saksi Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), bukti-
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan 
tertulis para Pemohon, Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak 
Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagaimana 
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah 
selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para 
Pemohon. 

[3.16]  Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada 
pokoknya Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak 
pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif 
bagi Tersangka dan Terdakwa saja dan tidak mengakomodir Saksi 
dan Terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo,  Mahkamah 
mempertimbangkan selengkapnya, sebagai berikut: 
[3.16.1] Bahwa norma Pasal 54 KUHAP yang dimohonkan 

pengujian oleh para Pemohon menyatakan, “Guna 
kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 
berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 
tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan 
dalam undang-undang ini” adalah norma yang mengatur 
mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk 
mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum 
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(advokat) dalam rangka kepentingan pembelaan pada 
semua tingkat pemeriksaan. Pemberian hak tersebut 
merupakan salah satu perwujudan dari prinsip due 
process of law yang memberikan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tersangka atau 
terdakwa, pada dasarnya ditempatkan dalam posisi yang 
belum tentu bersalah (presumption of innocence) namun 
terhadap tersangka atau terdakwa telah dapat dilakukan 
tindakan upaya hukum yang bersifat memaksa dan 
berpotensi pada perampasan kemerdekaan terhadap 
orang ataupun barang. Oleh karena itu, bantuan hukum 
dalam kaitan dengan pembelaan terhadap tersangka 
atau terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk 
perlindungan hukum oleh negara terhadap hak asasi 
tersangka atau terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang 
mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan, 
pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap hak 
asasi manusia. Perlindungan hukum pada tersangka atau 
terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP a 
quo diberikan berkenaan dengan posisi tersangka atau 
terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum yang 
kepadanya diancam dengan suatu pidana/akibat hukum 
yang dapat membatasi hak asasi manusianya sehingga 
tersangka atau terdakwa tersebut perlu 
mempertahankan hak-haknya dan termasuk dalam hal 
ini melakukan pembelaan agar dibebaskan dari 
perbuatan yang disangkakan atau didakwakan atas 
dirinya.  

[3.16.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksistensi saksi, 
sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon 
keberadaan Pasal 54 KUHAP menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena hak pembelaan hukum 
hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif bagi 
tersangka dan terdakwa saja serta tidak mengakomodir 
saksi dan terperiksa. Terhadap dalil para Pemohon a quo, 
menurut Mahkamah, saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 
sendiri [vide Pasal 1 angka 26 KUHAP]. Sedangkan 
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, 
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ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu [vide Pasal 1 angka 27 
KUHAP]. Oleh karena itu, apabila dicermati secara 
saksama dari terminologi pengertian tentang saksi dan 
keterangan saksi tersebut dapat dimaknai saksi adalah 
subjek hukum atau pihak yang keberadaannya 
diperlukan untuk memberi keterangan atas adanya suatu 
tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri 
oleh saksi yang bersangkutan. Dengan demikian, 
pemberian keterangan seseorang sebagai saksi dalam 
semua tingkatan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan) sesungguhnya secara limitatif dalam 
perspektif memberi kejelasan atas adanya tindak pidana 
yang disaksikan oleh saksi yang bersangkutan. 
Lebih lanjut, berkaitan dengan saksi, Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, 
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
pada 8 Agustus 2011, telah memberikan pemaknaan 
saksi yang lebih luas dalam perspektif saksi yang 
meringankan tersangka atau terdakwa (saksi a de 
charge) dan saksi yang memberatkan tersangka atau 
terdakwa (saksi a charge), Mahkamah berpendirian pada 
pokoknya, saksi tidak hanya yang mendengar, melihat 
dan merasakan sendiri atas adanya peristiwa pidana, 
akan tetapi menjadi kewajiban penyidik sejak tingkat 
pemeriksaan penyidikan untuk mengakomodir saksi-
saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa 
sepanjang dapat membantu meringankan kesalahan 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, sejak di 
tingkat penyidikan saksi yang meringankan tersangka 
atau terdakwa meskipun tidak mendengar, melihat dan 
merasakan sendiri atas peristiwa pidana yang 
bersangkutan, namun apabila sepanjang yang didengar, 
dilihat dan dirasakan dapat memberikan keuntungan 
bagi tersangka atau terdakwa, maka keterangannya 
dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi. Dengan 
demikian, meskipun telah ada pemaknaan yang lebih 
luas dari Mahkamah tentang terminologi saksi dan 
keterangan saksi sebagaimana yang diatur di antaranya 
dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, namun 
dalam perspektif untuk dapat atau tidaknya diberikan 
bantuan hukum oleh advokat/penasihat hukum bagi 
saksi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon 
berkaitan dengan Pasal 54 KUHAP adalah tidak ada 
relevansinya secara langsung dengan putusan 
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Mahkamah Konstitusi tentang perluasan pemaknaan 
saksi dan keterangan saksi tersebut di atas. 

 
9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

[3.16.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon 
yang menyatakan Pasal 54 KUHAP tidak mengakomodir 
bantuan hukum atau pendampingan oleh penasihat 
hukum/advokat bagi saksi sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah kehadiran 
saksi dalam pemeriksaan di semua tingkatan 
pemeriksaan adalah untuk memberikan kejelasan 
tentang adanya peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi 
sebagai salah satu alat bukti sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam norma Pasal 184 KUHAP mempunyai 
peran yang fundamental untuk menentukan ada atau 
tidaknya tindak pidana dan siapa pelakunya. Lebih jauh 
dari itu, atas keterangan para saksilah sesungguhnya 
kesalahan seorang tersangka atau terdakwa dapat 
dirumuskan oleh penyidik, penuntut umum dan pada 
akhirnya ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, dari 
keterangan saksi itu pula pada akhirnya putusan 
pemidanaan yang berupa perampasan kemerdekaan 
dapat djatuhkan oleh hakim. 
Bahwa mengingat pentingnya keterangan saksi dalam 
proses pemeriksaan perkara pidana maka tatacara 
pemeriksaan saksi dalam semua tingkat pemeriksaan, 
kecuali pemeriksaan di pengadilan, sebab pemeriksaan 
saksi di pengadilan telah dilakukan dalam persidangan 
terbuka untuk umum, kecuali undang-undang 
menentukan lain, perlu dilakukan secara transparan dan 
mengedepankan asas perlindungan hukum agar saksi 
selama dalam pemeriksaan di depan penyidik maupun 
penuntut umum dapat memberikan keterangan secara 
bebas yang sebenar-benarnya dan tidak dalam tekanan 
atau paksaan. Sebab, apabila keterangan saksi diberikan 
dalam keadaan tertekan atau terpaksa maka substansi 
keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat 
menjadikan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh 
hakim menjadi putusan yang mengandung kebohongan 
dan tipu muslihat yang berujung pada keadilan semu 
(ilusi). Oleh karena itu, urgensi keinginan para Pemohon 
agar terhadap saksi diperlukan  adanya pendampingan 
atau bantuan hukum adalah sebatas agar dapat 
diawasinya proses pemeriksaan saksi oleh penyidik dan 
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penuntut umum secara transparan sehingga diperoleh 
hasil pemeriksaan saksi secara objektif, hal tersebut 
menjadi substansi yang penting untuk diakomodir dalam 
KUHAP a quo, sepanjang diatur secara khusus pada bab 
dan atau pasal yang mengatur tentang tatacara 
pemeriksaan saksi dan bentuk perlindungan hukumnya. 

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah 
Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon berkenaan 
dengan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa 
sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 54 KUHAP juga 
dimasukkan pula pembelaan untuk saksi, dengan cara menyisipkan 
perlindungan hukum untuk saksi agar diperbolehkannya dilakukan 
bantuan hukum atau setidak-tidaknya pendampingan pada saksi 
pada saat diperiksa oleh penyidik maupun penuntut umum ke 
dalam Pasal a quo. Namun demikian, setelah Mahkamah 
mencermati pula keberadaan Pasal 54 KUHAP yang secara tegas 
mengatur tentang pembelaan bagi tersangka atau terdakwa yang 
secara sistematika, Pasal 54 KUHAP berada dalam Bab VI yang 
mengatur tentang tersangka dan terdakwa, baik mengenai 
pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa maupun mengenai 
hak tersangka dan terdakwa secara keseluruhan. Oleh karena itu, 
memasukkan pengaturan mengenai hak saksi dalam bab khusus 
terkait tersangka dan terdakwa tersebut, in casu BAB VI KUHAP, 
justru akan membuat substansi, format, dan sistematika KUHAP 
menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum terkait materi muatan dari Bab VI KUHAP dimaksud. Sebab, 
pengertian tersangka atau terdakwa mempunyai perbedaan yang 
signifikan dengan pengertian saksi, baik sifat maupun akibat yuridis 
atas jenis dan tatacara pemeriksaan serta jika akan diberikan hak 
perlindungan hukumnya. Dengan demikian, pengaturan saksi yang 
dijadikan satu dengan tersangka atau terdakwa, selain hal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak 
sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.   

[3.18] Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian 
pertimbangan hukum tersebut di atas, sebelum sampai pada 
kesimpulan Mahkamah berkaitan dengan dalil para Pemohon yang 
mendalilkan norma Pasal 54 KUHAP bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan 
secara limitatif bagi tersangka dan terdakwa saja serta tidak 
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mengakomodir saksi dan terperiksa, penting bagi Mahkamah untuk 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
[3.18.1] Bahwa terlepas dalil para Pemohon mengenai norma 

Pasal 54 KUHAP sebagaimana telah dipertimbangkan 
Mahkamah pada Paragraf [3.16] dan Paragraf [3.17] di 
atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut 
terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan 
bagi saksi yang menurut para Pemohon belum 
terakomodir dalam KUHAP. Terhadap hal tersebut, dapat 
dijelaskan, bahwa KUHAP merupakan salah satu 
implementasi dari penegakan dan perlindungan hak asasi 
manusia sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 
1945 sehingga baik tersangka atau terdakwa maupun 
saksi seharusnya mendapatkan hak perlindungan hukum 
yang sama sesuai sifat dan kedudukannya masing-
masing. Terlebih, terhadap kedudukan saksi sebagai 
pihak yang berpotensi menjadi tersangka, sepanjang 
belum dijadikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana, 
maka dalam pemeriksaan harus menerapkan asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan 
asas persamaan di hadapan hukum (equality before the 
law). Sehingga, dengan adanya asas-asas tersebut maka 
pemeriksaan saksi harus dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur yang semestinya dan tanpa adanya 
pelanggaran terhadap hak asasi saksi dimaksud. Selain 
itu, sebagai negara hukum, prinsip due process of law 
sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam 
proses peradilan pidana menjadi asas yang harus 
dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi 
lembaga penegak hukum. Sehingga, perlindungan 
terhadap saksi dalam ranah perlindungan hak asasi 
manusia sejatinya tidak hanya dilakukan oleh penasihat 
hukum (advokat) saja melainkan juga oleh penegak 
hukum lainnya sebagai representasi kepentingan umum 
dalam penegakan hukum pidana, in casu penegak hukum 
yang melakukan pemeriksaan baik pada tahap 
penyidikan maupun penuntutan.  

[3.18.2]  Bahwa perlindungan hukum terhadap saksi, khususnya 
terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan, 
yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) tidak 
dapat disamakan dengan bantuan hukum ataupun 
pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum 
(advokat) kepada tersangka atau terdakwa, karena saksi 
belum menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan 
tindakan paksa (pro justisia) yang dapat berakibat 
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hukum perampasan kemerdekaan atau barang 
sebagaimana halnya tersangka atau terdakwa. Oleh 
karena itu, bantuan hukum/  pendampingan oleh advokat 
bagi seorang tersangka atau terdakwa adalah sebuah 
keniscayaan, terlebih tersangka atau terdakwa diancam 
dengan ancaman pidana tertentu [vide Pasal 56 KUHAP]. 
Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam 
memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan saksi, 
penasihat hukum (advokat) dapat memberikan bantuan 
hukum kepada saksi, terbatas hanya berupa 
pendampingan terhadap saksi. Hal ini dikarenakan 
sejatinya saksi berkewajiban untuk memberikan 
keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi yang dilihat, 
dirasakan dan dialaminya dalam keadaan bebas tanpa 
tekanan. Oleh karena itu, kehadiran penasihat hukum 
(advokat) diperlukan untuk memastikan bahwa 
pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur dan memastikan bahwa tidak 
terjadi intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan penegak hukum yang dapat mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak saksi sehingga 
saksi dapat memberikan keterangan dalam keadaan 
bebas dan tenang guna menjadikan suatu perkara pidana 
menjadi terang. Di sisi lain, terhadap penasihat hukum 
(advokat) yang mendampingi saksi dalam proses 
pemeriksaan tidak boleh memengaruhi saksi dalam 
memberikan keterangan dan harus dalam kerangka 
menegakkan keadilan secara objektif dengan tetap 
menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat 
sebagai salah satu unsur penegak hukum. 

[3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada 
Sub-paragraf [3.18.1] dan Sub-paragraf [3.18.2] di 
atas serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dapat 
melanggar hak asasi saksi dan karenanya berpengaruh 
pada tidak tercapainya tujuan peradilan pidana yaitu 
memeroleh kebenaran materiil maka ketentuan 
mengenai saksi dan pendampingan saksi harus diatur 
dalam bab atau sub-bab tersendiri dalam KUHAP. Terkait 
dengan hal tersebut, DPR dalam keterangannya yang 
disampaikan dalam persidangan  menyatakan bahwa 
revisi KUHAP telah masuk dalam daftar Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, Nomor Urut 294 
[vide Risalah Sidang Perkara Nomor 61 dan seterusnya 
tahun 2022, bertanggal 14 Juli 2022, halaman 10] 
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sehingga demi memberikan jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum bagi saksi, pembentuk undang-undang 
dalam melakukan revisi KUHAP penting untuk 
memasukkan materi mengenai tatacara pemeriksaan 
saksi dan bantuan hukum atau pendampingan bagi saksi 
dalam satu bab atau sub-bab tersendiri.  

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, pendampingan saksi 
oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara 
pidana adalah sesuatu yang penting untuk diatur, namun materi 
dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP. Karena, Pasal 
54 KUHAP khusus mengatur mengenai bantuan hukum bagi 
tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 
54 KUHAP tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana 
didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

[3.20]  Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 
10. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo;   
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076); 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny 
Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, 
bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, 
tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh 
dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 
untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, 
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.00 WIB, 
oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, kecuali Aswanto dan Manahan MP 
Sitompul  dan ditambah M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai 
Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, 
dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Kepolisian Republik 
Indonesia atau yang mewakili, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang 
mewakili, dan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia atau 
kuasanya.  

Selanjutnya, putusan Nomor 97/PUU … saya ulangi, Putusan Nomor 
87/PUU-XX/2022. 

 

PUTUSAN 
NOMOR 87/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H. 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Pemohon; 
  Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
  Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.  

 
11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1]  Dianggap dibacakan.  

KETUK PALU 1X 
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[3.2]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
[3.3]  Dianggap dibacakan. 
[3.4]  Dianggap dibacakan.  
[3.5]  Dianggap dibacakan.  
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 240 ayat (1) 

huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “…kecuali secara terbuka dan 
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana” bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 
dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 
Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan. 
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon 
memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar 
yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf 
g UU 7/2017 sepanjang frasa “…kecuali secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 
sampai dengan bukti P-3. 

[3.9]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh 
karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah 
berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan 
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian 
konstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 
telah pernah dilakukan pengujian melalui permohonan pengujian 
Nomor 81/PUU-XVI/2018 dan Nomor 83/PUU-XVI/2018, maka 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah 
permohonan      a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan 
Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
(PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan 
pengujian kembali;  
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[3.10.1]Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf 
[3.11] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan ayat (1), ayat 
(2) dianggap dibacakan.  

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan ayat (1) 
dan ayat (2) dianggap dibacakan. 

[3.10.2]Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah 
Mahkamah mempelajari secara saksama, ternyata 
Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018 menggunakan dasar 
pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 
1945, sedangkan Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 
menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara 
itu, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian 
Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;  

 Selanjutnya, berkenaan dengan alasan-alasan pengajuan 
permohonan yang digunakan dalam Perkara Nomor 
81/PUU-XVI/2018 para Pemohon menginginkan agar 
frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana” dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 
tidak dimaknai “mencakup mantan terpidana korupsi”. 
Sedangkan dalam Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018 
adalah Pemohon menginginkan agar calon Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun 
pernah dipidana penjara tapi bukan terpidana yang 
karena melakukan kejahatan korupsi, kejahatan 
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan 
kejahatan teroris berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, 
alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah 
ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 
sepanjang frasa “…kecuali secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dengan alasan dapat berakibat adanya abuse 
of power, menciptakan angka golput yang tinggi, dan 
dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota 
legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota 
legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi 
yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan 
dengan Pasal 18 UU 31/1999; 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut 
Mahkamah terdapat perbedaan baik dasar pengujian 
maupun alasan-alasan yang dijadikan untuk mengajukan 
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pengujian permohonan antara Permohonan Nomor 
81/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 83/PUU-
XVI/2018 dengan permohonan a quo. Oleh karena itu, 
terlepas secara substansial permohonan Pemohon a quo 
beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan 
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) 
PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. 

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat 
diajukan kembali, selanjutnya, Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara 
saksama permohonan Pemohon dan memerhatikan alat-alat bukti 
yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional 
yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar 
ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang 
frasa “…kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” 
bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat berakibat adanya 
abuse of power, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat 
dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan 
menularkan peluang atau potensi terjadinya korupsi kepada 
anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi 
yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan 
Pasal 18 UU 31/1999. Terhadap dalil Pemohon a quo Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut 

 
12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
[3.12.1]Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang 

perolehannya dengan cara pemilihan (elected officials) 
yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif 
dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model 
atau tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang 
dikenal adanya rezim pemilihan umum dan rezim 
pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa 
pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat 
berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. 
Sementara itu, berkenaan dengan pemilihan kepala 
daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 
Bupati/Wakil Bupati  dan Walikota/Wakil Walikota. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
pada 29 September 2022, telah berpendirian 
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sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.17] dan 
Paragraf [3.18], sebagai berikut. Kutipan putusan 
dianggap dibacakan.  

 
 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara 

eksplisit, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak 
terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan 
pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan 
dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon 
pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu 
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil 
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil 
Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi 
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepada daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih 
lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma 
tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang 
persyaratan formal untuk menjadi calon dalam 
menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut; 

 Bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 240 
ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang 
dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya 
mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan 
menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga mengatur hal yang 
esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat 
(1) huruf g UU 10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat 
mantan terpidana bagi calon kepala daerah, 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena itu, apabila 
dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk 
dapat menjadi calon dalam menduduki jabatan yang 
dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal 
yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan 
yang berbeda. Perbedaan yang amat fundamental adalah 
berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) 
huruf g UU 7/2017 masih bersifat alternatif yaitu bagi 
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana dapat 
langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka dan 
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jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana. Sementara itu, 
ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 
mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan 
mencalonkan diri menjadi kepala daerah, calon 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota bersifat kumulatif. Artinya, 
diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang 
bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara 
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana; 

[3.12.2]Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan 
demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan secara 
konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 oleh Mahkamah 
Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk 
menjadi calon kepala daerah bagi mantan terpidana, 
Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dan 
terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum pada 11 Desember 2019 telah 
berpendirian, sebagaimana diuraikan dalam 
pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf [3.12.1] dan 
Sub-Paragraf [3.12.2] sebagai berikut. Kutipan putusan 
pertimbangan hukum putusan dimaksud dianggap 
dibacakan sampai dengan halaman 29. 

 Bahwa sementara itu, dalam Paragraf [3.12.3] pada 
putusan yang sama Mahkamah juga mengutip bagian 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang 
pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017 yang 
menyatakan sebagai berikut. Kutipan pertimbangan 
hukum dimaksud juga dianggap dibacakan sampai 
halaman 32. 

[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan 
hukum  sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah juga 
mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan 
tersebut, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal 
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur 
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) 
huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat 
yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah 
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sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g 
UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara 
konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya 
merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun 
jabatan yang dipilih (elected officials), maka pembedaan yang 
demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan 
norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang 
sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama 
dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat 
untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana 
dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya 
hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 
28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah 
dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang 
frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak 
selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh 
Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf 
g UU 10/2016 yang selengkapnya adalah: 

 “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang 
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik 
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai 
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya 
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang 
sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai 
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya 
sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang;” 
Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum 
tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma 
Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan 
penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu  
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jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai 
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran 
atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang 
juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara 
bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan 
hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun 
setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang 
dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan 
beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala 
daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya 
persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka 
kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar 
belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan 
pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan 
pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara 
kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang 
memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh 
masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini 
terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk 
memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang 
mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon 
tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan 
(elected officials), pada akhirnya masyarakat yang memiliki 
kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;  
Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai 
pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi 
Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang 
pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk 
beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur 
dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak 
terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in 
casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga 
makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, 
jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi 
kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan 
masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan 
mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan 
kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah 
tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat 
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kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum 
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip 
tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, 
langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi 
memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna 
esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang 
memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan 
pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga 
negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut 
berpartisipasi di dalam pemerintahan.  

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf 
sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma 
Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan 
mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah terbukti 
terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap 
norma a quo harus diselaraskan dengan semangat yang ada 
dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 
sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. 

[3.15]  Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan 
adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 240 
ayat (1) huruf g UU 7/2017 dapat dibuktikan, namun oleh karena 
pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana 
pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

[3.16]  Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan 
Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap 
tidak ada relevansinya. 

 
13. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan                a quo; 
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian. 
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya. 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila 
dirumuskan selengkapnya berbunyi: 
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus 
memenuhi persyaratan: 
… 
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana 
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana 
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan 
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan 
rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah 
melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana 
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan 
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 
 
   

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, 
Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi 
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 

KETUK PALU 1X 
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pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu 
dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.28 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Aswanto dan Manahan MP 
Sitompul ditambah M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, 
dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan 
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan 
Presiden atau yang mewakili. 

Berikut. 
PUTUSAN 

NOMOR 98/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh Irfan Kamil. 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2022, 
memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H 
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

 
2. DUDUK PERKARA 

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

Kewenangan Mahkamah 
Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. 
[3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
Kedudukan hukum Pemohon, dianggap dibacakan. 
[3.3]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan pokok permohonan.  
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Pokok Permohonan 
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “penyelenggara 

jalan” dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan 
argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 
angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan.  

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 
sampai dengan    bukti P-5. 

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas 
maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 UU MK tidak terdapat 
kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 

[3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan 
Pemohon apabila dicermati permasalahan hukum yang 
dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah apakah benar 
frasa "penyelenggara jalan" dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 
tidak memberi kepastian hukum dan bersifat multitafsir akibat 
tidak jelasnya siapa yang dimaksud dengan “penyelenggara jalan” 
dalam ketentuan Pasal a quo. 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana 
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.11.1] Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran 

yang sangat strategis dalam mendukung 
pembangunan serta mengintegrasikan wilayah 
Indonesia. Oleh karena itu, lalu lintas dan angkutan 
jalan perlu dikembangkan potensi dan perannya 
untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, 
ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam 
rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara 
negara [vide Penjelasan Umum UU 22/2009].  

 Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan selain harus 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum, juga 
harus memerhatikan nilai keselamatan semua orang. 
Oleh karenanya sebagai bagian dari sistem 
transportasi nasional lalu lintas harus dikembangkan 
potensi dan perannya untuk mewujudkan 
keamanaan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka 
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mendukung pembangunan ekonomi dan 
pengembangan wilayah [vide Konsiderans 
Menimbang huruf b UU 22/2009].  Hal ini kemudian 
dengan tegas diatur dalam Pasal 3 huruf a UU 
22/2009 yang pada pokoknya menyatakan salah satu 
tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan adalah untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas 
dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, 
lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain agar 
dapat mendorong  perekonomian nasional, 
memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu 
menjunjung tinggi martabat bangsa. 

[3.11.2] Bahwa dalam kaitan dengan tujuan di atas, UU 
22/2009 telah merumuskan pula mengenai 
kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 UU 
22/2009 yang didefinisikan sebagai suatu peristiwa 
di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna 
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 
dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu 
lintas ini yang kemudian menjadi kekhawatiran 
Pemohon sebagai pengguna jalan yang sehari-hari 
bekerja menggunakan kendaraan bermotor di jalan 
dan menemukan jalanan rusak yang berpotensi 
menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan merupakan 
potensi kerugian hak konsitusional yang Pemohon 
anggap potensial akan dialami jika frasa 
“penyelenggara jalan” dalam Pasal 273 ayat (1) UU 
22/2009 tidak mendapat pemaknaan yang kemudian 
menjadi persoalan konstitusional dalam permohonan 
a quo; 

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional 
Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk 
terlebih dahulu mencermati esensi norma Pasal 273 
ayat (1) UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian 
yaitu, “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak 
dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang 
rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau 
kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana 
dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas 
juta rupiah)”. Ketentuan a quo adalah ketentuan 
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sanksi yang menjadi ancaman atas pelanggaran 
aturan norma pokok yang diatur dalam Pasal 24 UU 
22/2009, yang pada pokoknya menentukan 2 (dua) 
hal esensial yakni kewajiban bagi penyelenggara 
jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan 
yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas [vide Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009]. 
Apabila perbaikan jalan yang rusak tersebut belum 
dapat dilakukan maka penyelenggara jalan wajib 
memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas 
[vide Pasal 24 ayat (2) UU 22/2009]. Selanjutnya, 
Pemohon mempersoalkan siapa yang dimaksud 
dengan penyelenggara jalan yang menjadi subjek 
norma dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 juncto 
Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009. Pemohon dalam dalil 
permohonannya mempersoalkan tidak dijelaskannya 
siapa yang dimaksud penyelenggara jalan baik dalam 
Penjelasan Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 
24 ayat (1) UU 22/2009, serta pada Bagian 
Ketentuan Umum UU 22/2009. Oleh karenanya 
dipertanyakan siapa yang akan dipidana jika 
melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009 
dimaksud.  

[3.11.4] Bahwa menurut Mahkamah sekalipun Pasal 273 ayat 
(1) tidak menjelaskan frasa “penyelenggara jalan” 
dalam Penjelasan pasal dan dalam ketentuan umum 
tidak serta merta mengakibatkan norma Pasal 273 
ayat (1) UU 22/2009 menjadi inkonstitusional. Untuk 
memahami suatu undang-undang secara 
komprehensif tidaklah dapat dibaca secara parsial 
atau terpisah antara norma yang satu dengan 
lainnya karena dalam sebuah undang-undang 
norma-norma tersebut saling berkaitan dan tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain.   
Bahwa dalam kaitan ini UU 22/2009 telah mengatur 
mengenai pertanggungjawaban lalu lintas 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 
22/2009 bahwa negara bertanggung jawab atas lalu 
lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya 
dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian, Pasal 5 
ayat (3) UU 22/2009 mengatur lebih lanjut 
pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
menjadi tanggung jawab negara tersebut di mana 
pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pembina 
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sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing urusan yang dimiliki instansi penanggung 
jawab. Dalam hal ini, yaitu: urusan pemerintahan di 
bidang jalan, oleh kementerian negara yang 
bertanggung jawab di bidang jalan; urusan 
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu 
lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara 
yang bertanggung jawab di bidang sarana dan 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; urusan 
pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu 
lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara 
yang bertanggung jawab di bidang industri; urusan 
pemerintahan di bidang pengembangan teknologi 
lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian 
negara yang bertanggung jawab     di bidang 
pengembangan teknologi; dan urusan pemerintahan 
di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, 
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, 
serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Bahwa pembagian urusan pembinaan tersebut 
dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap 
pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan lebih 
jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan 
selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta 
dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Pasal 6 
ayat (1) UU 22/2009 mengatur mengenai pembinaan 
yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) UU a quo yang 
meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan 
pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan 
nasional; b. penetapan norma, standar, pedoman, 
kriteria, dan prosedur penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan jalan yang berlaku secara nasional; c. 
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan 
fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara 
nasional; d. pemberian bimbingan, pelatihan, 
sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis 
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota; dan      e. pengawasan terhadap 
pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan 
prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 



54 

Bahwa berdasarkan aturan di atas, kewenangan 
instansi pembina yakni pemerintah pusat adalah 
kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, sedangkan 
kewenangan untuk pelaksanaan pembinaan pada 
tingkatan provinsi dan kabupaten/kota telah 
ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 22/2009 yang 
pada pokoknya menyatakan dalam melaksanaan 
pembinaan, pemerintah dapat menyerahkan 
sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi 
dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan 
ayat (4) UU 22/2009 yang  selengkapnya 
menyatakan: Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dianggap 
dibacakan.  
Bahwa oleh karena itu telah jelas pemerintah sebagai 
instansi pembina dapat melakukan pembagian 
urusan pada pemerintah daerah baik daerah provinsi 
maupun kabupaten/kota. Hal ini kemudian 
ditegaskan kembali dalam pengaturan mengenai 
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 
dalam pelayanan langsung kepada masyarakat yang 
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 22/2009, yaitu 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
badan hukum, dan/atau masyarakat. Dalam rangka 
mengatur lebih lanjut pembagian urusan pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota tersebut, kemudian ditentukan 
mengenai rencana induk jaringan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang dibagi menjadi: hurud, a, b, c, 
dianggap dibacakan. Demikian juga dengan rencana 
tata ruang wilayah juga dibagi berdasarkan wilayah 
nasional, wilayah provinsi, dan wilayah 
kabupaten/kota, serta kewenangan untuk 
menetapkan kelas jalan juga dibagi berdasarkan 
jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan 
jalan kota [vide Pasal 20 ayat (1) UU 22/2009]. 
Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah 
terhadap persoalan yang didalilkan Pemohon 
mengenai siapakah yang dimaksud penyelenggara 
jalan dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009, 
meskipun tidak dapat dirujuk langsung dalam 
Penjelasan Pasal a quo maupun dalam ketentuan 
umum, namun dari ketentuan-ketentuan yang telah 
dijabarkan dalam UU 22/2009 maka pengaturan 
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mengenai penyelenggara jalan telah diakomodasi 
dengan jelas. 
Bahwa pengaturan mengenai jalan selain diatur 
dalam UU 22/2009 sesuai dengan kebutuhan 
pengaturan dalam lalu lintas angkutan jalan, juga 
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004) 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan  (UU 2/2022). Sebagai UU yang 
bersifat lex specialis maka pengaturan mengenai 
jalan secara lebih spesifik bisa ditemukan dalam UU 
a quo. Oleh karenanya dalam membaca ketentuan 
yang terkait dengan jalan dalam UU 22/2009 tidak 
boleh dilepaskan dengan UU tentang Jalan. 
Mengenai penyelenggara jalan yang dipersoalkan 
oleh Pemohon dengan tegas didefinisikan dalam 
Pasal 1 angka 3 UU 2/2022, yaitu pihak yang 
melakukan pengaturan pembinaan, pembangunan, 
pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan. 
Sementara itu, berkenaan dengan  pembagian dan 
pengelompokan jalan juga telah diatur secara 
terperinci dalam UU 2/2022. Bahkan, pengaturan 
mengenai pemeliharaan jalan dan perbaikan 
kerusakan jalan juga diatur dalam UU 2/2022. 
Persoalan siapa yang akan bertanggung jawab 
terhadap kerusakan jalan yang Pemohon persoalkan 
pun terjawab dalam UU 2/2022. Selain UU tentang 
Jalan, pengaturan teknis mengenai jalan juga telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan (PP 34/2006). Dengan demikian, 
dalil yang menjadi kekhawatiran Pemohon atas 
potensi kerugian konstitusional yang potensial akan 
dialami akibat inkonstitusionalitas norma Pasal 273 
ayat (1) UU 22/2009 menurut Mahkamah adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 

[3.11.5] Bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon 
kepada Mahkamah agar memaknai frasa 
“penyelenggara jalan” menjadi “Bahwa 
Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan 
Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah 
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh 
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Gubernur, Penyelenggara Jalan Kabupaten/Kota 
adalah Bupati/Walikota”, menurut Mahkamah justru 
pemaknaan demikian akan mempersempit subjek 
hukum dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 22/2009 
yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk 
memperbaiki kerusakan jalan, dan juga ancaman 
sanksi yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1) UU 
22/2009. Terlebih lagi, dalam UU 2/2022 telah diatur 
mengenai pembagian jalan berdasarkan 
peruntukannya yaitu jalan umum, dan jalan khusus, 
dan pembagian jalan umum berdasarkan fungsinya 
yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan 
lingkungan. Sedangkan pembagian jalan nasional, 
jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan 
desa yang merupakan pembagian jalan umum 
berdasarkan statusnya hanya sebagian dari jenis 
jalan yang diatur dalam UU 2/2022. Sehingga, jika 
mempersempit subjek hukum terhadap kerusakan 
jalan sebagaimana petitum Pemohon justru menjadi 
kontraproduktif dengan keinginan Pemohon sendiri 
untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengguna 
jalan. Dengan kata lain, petitum Pemohon yang 
demikian, menjadi bertentangan dengan kehendak 
Pemohon dalam posita permohonannya. 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum       di atas, telah ternyata norma Pasal 273 ayat (1) UU 
22/2009 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin 
dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan 
demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya. 

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam 
permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada 
relevansinya. 

 
15. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan 

di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  

permohonan     a quo; 
[4.3]  Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya.  
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5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap 
Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, 
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, 
bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.45 WIB, oleh delapan Hakim 
Konstitusi, tersebut di atas kecuali Aswanto dan Manahan M.P. Sitompul, 
ditambah dengan Anwar Usman dan M. Guntur Hamzah, dengan dibantu 
oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Terakhir. 
PUTUSAN 

NOMOR 100/PUU-XX/2022 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga 
Syariah Berharga Negara terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh 
Rega Felix  

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- 
Pemohon; 

 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
 

2. DUDUK PERKARA 
 Dan seterusnya dianggap dibacakan. 

Dan seterusnya dianggap dibacakan 
 

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

KETUK PALU 1X 
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Kewenangan Mahkamah 
[3.1] Dianggap dibacakan. 
[3.2]   Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang untuk mengadili 

permohonan a quo; 
 
Kedudukan Hukum  Pemohon 
[3.3] , [3.4], [3.5] Dianggap dibacakan. Mahkamah … Pemohon 

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon 
dalam permohonan a quo. 

[3.6]  Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan Pemoh on memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok 
permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008, Pemohon 
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut 
(alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam 
bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1, 2, 3, 4, 5 dianggap 
dibacakan. 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-
28. 

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah 
jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut 
Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan 
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK 
tersebut. 

[3.10]  Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil pokok 
permohonan Pemohon masalah konstitusional yang harus 
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:  
1. Apakah benar frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 

UU 19/2008 konstitusional apabila dimaknai “prinsip 
syariah”;  

2.  Apakah benar frasa “atau lembaga lain yang ditunjuk 
Pemerintah” dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 
bertentangan dengan UUD 1945;  

3.  Apakah frasa “yang dimaksud dengan “lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang 
syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam Penjelasan 
Pasal 25 UU 19/2008 konstitusional apabila dimaknai 
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“kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga 
yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah 
bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga 
negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di 
bidang ekonomi syariah”. 

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara 
saksama permohonan Pemohon dan memerhatikan alat-alat 
bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon 
yang menyatakan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 
UU 19/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “prinsip 
syariah”, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.11.1] Bahwa konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip 

moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai 
dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam 
yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadist serta Ijma, 
instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan 
memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi 
yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, 
halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi 
dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus 
terbebas dari unsur larangan berikut: (1) Riba, yaitu 
unsur bunga atau return yang diperoleh dari 
penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money 
for money); (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, 
dan sikap untung-untungan; dan (3) Gharar, yaitu 
unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan 
penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya. 
Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan 
syariah yaitu memerlukan adanya transaksi 
pendukung (underlying transaction), yang tata cara 
dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda 
dengan transaksi keuangan pada umumnya. Salah 
satu bentuk instrumen keuangan syariah yang 
diterbitkan oleh korporasi maupun negara adalah 
Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah atau lebih 
dikenal dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan 
syariah ini berbeda dengan surat berharga 
konvensional. Salah satu perbedaan prinsipnya adalah 
digunakannya konsep imbalan dan diperlukannya 
sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar 
untuk melakukan transaksi dengan menggunakan 
akad berdasarkan prinsip syariah [vide Paragraf 3 dan 
Paragraf 4 Penjelasan Umum UU 19/2008]. Dengan 
demikian, sukuk atau lebih dikenal sebagai obligasi 
syariah adalah instrumen keuangan berupa surat 
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berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas 
aset, baik itu berupa tangible, intangible ataupun 
kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang 
mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil 
kepada pemegang sukuk dan membayar kembali 
sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah 
disepakati. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan obligasi konvensional, yaitu dalam kegiatan 
mulai dari transaksi diterbitkannya sampai pada 
aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip 
syariah, antara lain transaksi yang dilakukan oleh para 
pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat 
serta harus terbebas dari berbagai unsur larangan, 
antara lain riba, maysir, dan gharar. Berdasarkan hal 
tersebut, maka penerbitan Sukuk Negara atau SBSN 
harus memenuhi prinsip syariah. 

Tujuan penerbitan Sukuk Negara adalah 
mendapatkan dana masyarakat      di luar pajak yang 
kemudian kumpulan dana tersebut digunakan untuk 
membiayai program pembangunan nasional. 
Penerbitan Sukuk Negara tidak hanya bermanfaat 
bagi negara tetapi juga bagi warga negara karena 
dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi 
sekaligus membantu pemerintah dalam 
menyelesaikan program pembangunan nasional. Oleh 
karena itu, dalam rangka memberikan dasar hukum 
bagi pemerintah dalam melakukan penerbitan sukuk 
dan untuk mendukung perkembangan keuangan 
syariah maka pemerintah kemudian membentuk UU 
19/2008 yang mengatur secara khusus mengenai 
penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN. 
Dengan berlakunya UU 19/2008 maka menjadi dasar 
hukum (legal basis) bagi penerbitan dan pengelolaan 
Sukuk Negara atau SBSN, serta memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat yang akan 
menggunakan Sukuk Negara dalam berinvestasi 
berdasarkan prinsip syariah di mana hak warga 
negara Indonesia khususnya yang beragama Islam 
dalam menjalankan sistem ekonominya mengacu 
pada Al Qur’an, Hadist, dan Ijma pun menjadi lebih 
dilindungi oleh negara. 

 
17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
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[3.11.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang 
mempersoalkan apakah frasa “prinsip-prinsip syariah“ 
dalam Pasal 25 UU 19/2008 bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), 
serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)  UUD 1945, 
menurut Mahkamah, secara umum prinsip syariah 
dalam transaksi keuangan terdiri dari Ta’awun yaitu 
prinsip kemitraan, Kemaslahatan yaitu prinsip yang 
mengutamakan manfaat, Tawazun yaitu prinsip 
kesatuan dan saling bekerja sama, prinsip saling ridho 
yaitu tidak ada paksaan dalam menjalani perjanjian 
yang telah ditetapkan, dan Rahmatan lil ‘Alamiin yaitu 
prinsip yang mengutamakan manfaat bagi siapa saja. 
Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam 
Sukuk Negara atau SBSN adalah transaksi yang 
dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, 
thayyib, dan maslahat sebagaimana yang dimuat 
dalam Penjelasan Umum UU 19/2008 yang telah 
diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.1]. Sehingga, jika 
dicermati secara substansi maka frasa “prinsip 
syariah” atau frasa “prinsip-prinsip syariah” 
sebenarnya adalah sama, yaitu menunjukan sesuatu 
yang jamak dan tidak tunggal. Penggunaan frasa 
“prinsip syariah” dalam arti jamak juga digunakan 
dalam Peraturan Pelaksanaan dari UU 19/2008, yaitu 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 118 Tahun 2008 tentang Penerbitan 
dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan 
Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri 
menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan 
penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara 
bookbuilding harus mencantumkan pernyataan 
kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah dalam 
dokumennya. Oleh karena itu, penggunaan frasa 
“prinsip syariah” atau “prinsip-prinsip syariah” dalam 
Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena 
secara substansi keseluruhan UU 19/2008 adalah 
bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak 
konstitusional warganya yang diamanahkan oleh UUD 
1945. Terlebih lagi, frasa “prinsip-prinsip syariah” 
dalam Pasal 25 UU 19/2008 tidak menjadikan 
Pemohon tidak dapat melaksanakan hak 
konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 
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(1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 
ayat (1) dan ayat (2)  UUD 1945. Pemohon tetap 
dapat melakukan transaksi keuangan berupa 
pembelian Sukuk Negara sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah sebagai pelaksanaan Pasal 28E ayat 
(1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 
UUD 1945.  

Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
penggunaan frasa “prinsip-prinsip syariah” dalam 
Pasal 25 UU 19/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)  UUD 1945. 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan 
inkonstitusional frasa “yang dimaksud dengan lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah 
adalah Majelis Ulama Indonesia” dan frasa “lembaga lain yang 
ditunjuk Pemerintah“ dalam Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 
untuk umum pada 22 Agustus 2022 dalam pertimbangan hukum 
halaman 220 menyatakan: Dianggap dibacakan. 
Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah pula menjelaskan berkait 
dengan tugas MUI, yaitu: Dianggap dibacakan. 
Melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-XIX/2021 tersebut, Mahkamah memberikan penegasan 
bahwa penempatan urusan penentuan prinsip syariah sebagai 
otoritas agama merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi 
khususnya Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin warga negara 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah 
menurut agama dan kepercayaannya. Terkait dengan hal itu, 
Mahkamah menegaskan pula bahwa MUI merupakan lembaga 
yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, 
pertanyaan dari pemerintah, lembaga, atau organisasi sosial 
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, salah 
satunya adalah permasalahan di bidang keuangan syariah. 
Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 yang menyebutkan 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa 
di bidang syariah salah satunya MUI adalah sudah tepat karena 
salah satu tugas MUI adalah memberi fatwa di bidang keuangan 
syariah. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi 
legitimasi kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang 
syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk 
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membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian 
hukum terhadap fatwa yang diberikan dengan syarat sepanjang 
lembaga tersebut merupakan lembaga yang dimintai 
pendapatnya oleh Pemerintah.  
Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a 
quo, hal yang diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh 
pembentuk undang-undang melalui Penjelasan Pasal 25 UU 
19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan 
legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga 
lain selain MUI untuk memberi fatwa dalam rangka penerbitan 
Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 
memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia 
khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan 
Sukuk Negara sebagai instrumen investasinya. Dengan 
demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 khususnya frasa 
“lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah“ dan frasa “Yang 
dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama 
Indonesia” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)  
UUD 1945.  
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil 
Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa “Yang 
dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
menetapkan fatwa di bidang Syariah adalah Majelis Ulama 
Indonesia.” dan frasa “Lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.” 
dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2008 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di 
atas telah ternyata tidak terdapat persoalan ketidakpastian 
hukum, ketidakterlindunginya hak dalam menjalankan 
kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat 
(1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 
Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum untuk seluruhnya. 

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 
18. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
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[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3]  Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

 AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief 
Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Daniel 
Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 
tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun 
dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh 
Sembilan [sic!] Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Aswanto dan 
Manahan MP Sitompul. Kemudian untuk pengucapannya ditambah M. 
Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh 
Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden 
atau yang mewakili. 

Dengan demikian pengucapan putusan selesai. Kemudian untuk 
salinan putusan dan … salinan putusan akan dikirimkan melalui email 
kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau 
paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 

 

 
 
 

 
 

Jakarta, 30 November 2022 
Panitera, 

      
                ttd.            

      
 Muhidin 
 NIP. 19610818 198302 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB 
.24 WIB 

 

KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan 
silakan mendengarkan  rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ). 
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